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PETUNJUK PENGISIAN 
 
I. UMUM  
 
 Surat Pemberitahuan Tahunan PPh harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, 

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Berdasarkan 

Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak 
yang tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan pada waktunya dapat memberitahukan perpanjangan jangka 
waktu penyampaian SPT Tahunan secara tertulis disertai alasan penundaan dan pernyataan mengenai 
penghitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan 
pembayaran pajak yang terutang. Apabila Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, Wajib Pajak wajib 
menyampaikan Surat Pernyataan dari Akuntan Publik yang menyatakan Audit Laporan Keuangan belum 
selesai diaudit. 

  
 Formulir 1770-Y ini merupakan Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh 

bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. 
 

 Tuliskan dengan jelas alasan permohonan perpanjangan waktu, seperti : 
 - Wajib Pajak mempunyai usaha pada tempat lebih dari satu kota dan Laporan Keuangannya belum 

dikonsolidasikan.  
 - Wajib Pajak sedang berada di Luar Negeri dan belum akan kembali ke Indonesia sebelum batas waktu 

penyampaian SPT.  
 
II. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR  
 
 - angka 1  : Diisi dari hasil pengurangan Penghasilan Neto dari Laporan Keuangan sementara 

dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau hasil pengurangan Penghasilan 
Neto dari penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap 

peredaran/penerimaan bruto pada  Rekapitulasi bulanan peredaran/penerimaan bruto 
usaha dengan PTKP. 

 -  angka 2  : Cukup jelas 
 -  angka 3  : Tidak termasuk Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut secara final 
 -  angka 4  : Diisi dari hasil pengurangan angka 2 dengan jumlah angka 3. Bila hasil 

pengurangannya menunjukkan angka negatif, diisi dalam dua tanda kurung. Contoh: 
(100.000) 

 -  angka 5  : Cukup jelas 
 -  angka 6  : Diisi dari hasil pengurangan angka 4 dengan jumlah angka 5. Bila hasil pengurangan 

menunjukkan angka negatif, diisi dalam dua tanda kurung. Contoh: (60.000). 
 -  angka 7  : Lampiran tersebut merupakan persyaratan kelengkapan surat permohonan yang 

menjadi dasar pertimbangan pemberian ijin perpanjangan jangka waktu penyampaian 

SPT Tahunan PPh. 
 -  angka 8 dan 9 : Cukup jelas. 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR  : 21/PJ/2009 
TANGGAL : 02 MARET 2009  
 

 
................., .............20...... 

 
Nomor : 
Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan 
Lampiran : Satu Set 
 
Yth. 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak............... 
Di ........................ 
 
Dengan hormat, 

 
Sehubungan dengan jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan segera 
berakhir, dengan ini saya: 
 
Nama : ................................................ 
NPWP : ................................................ 
Alamat : ................................................ 
 
Memberitahukan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan yang ke-......(........) sampai 
dengan tanggal............................................., dengan alasan bukti potong PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1 
dan/atau Formulir 1721-A2) belum diberikan oleh Perusahaan. 

 
Bersama ini saya lampirkan Surat Pernyataan dari Perusahaan yang menyatakan bukti potong PPh Pasal 21 
(Formulir 1721-A1 dan/atau Formulir 1721-A2) belum diberikan oleh Perusahaan. 
 
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 
 
 
       ttd 
      ( ................................... ) 
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR WILAYAH DJP ........................ 
KANTOR PELAYANAN PAJAK ............................ 

 
Jalan..............................                                                              Telepon 
: ................... 
Tromol Pos ....................                                                               Fax       
: ................... 

 

 
Nomor  : S- ......./WPJ.... /KP.... /PPh BD/OP*)/2009               
.........................,20........ 
Perihal  :  Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan 
 
 
Kepada Yth. 
............................ 
............................ 
di 

....................... 
 
Sehubungan dengan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Saudara ajukan dan 
diterima lengkap di KPP tanggal ........................................................ dengan ini diberitahukan bahwa 
permohonan Saudara: 
 

 
 

diterima sampai dengan tanggal .............................. *) 
 

 
 

dianggap bukan sebagai Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan*) 

 
 
karena:................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
Demikian untuk dimaklumi 

 
 
 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
........................................... 
 
 
(.........................................) 
NIP. 

 
 
*) Coret yang tidak perlu 

 


